Bertumpu simpulan atas, beberapa saran yang dapat disampaikan
adalah sebagai berikut :

a. Pemanfaat (pribadi/korporasi) sumberdaya perikanan seharusnya lebih arif
terkait efek lingkungan tanpa mengesampingkan peraturan yang ada, supaya
keberadaan sumberdaya dapat dimanfaatkan dengan maksimal.

b. Regulasi perlu ditingkatkan agar penegakan hukum dapat memberikan efek

jera, sehingga tidak mudah melakukan pelanggaran peraturan.
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